BABV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, yang
meneliti tinjauan Maslahah Mursalah terhadap pembatalan pinangan di Nagari
Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, mengungkapkan praktik denda timbang
tando dalam masyarakat adat Minangkabau. Selain menggambarkan
pelaksanaannya, penelitian ini juga mendalami tujuan dan manfaat yang
dihasilkan dari penerapan denda tersebut dan menganalisis kesesuaiannya
dengan prinsip-prinsip Maslahah Mursalah, maka di dalam bab penutup ini

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik denda dalam timbang tando di Nagari Limo Kaum merupakan
bagian dari mekanisme adat yang terus dijaga oleh masyarakat
sebagai bentuk kesungguhan dalam proses peminangan. Dalam
tradisi setempat, timbang tando lebih dari sekadar pertukaran simbol,
melainkan sebuah kesepakatan formal yang disaksikan oleh niniak
mamak, keluarga, dan masyarakat adat. Akibatnya, ketika ada
pembatalan pinangan secara sepihak, hal tersebut dipandang sebagai
pelanggaran terhadap kesepakatan adat yang sudah diputuskan sejak
awal. Denda yang diberikan tidak hanya bertindak sebagai
konsekuensi dari pelanggaran ini, tetapi juga berfungsi menjaga
martabat adat, kehormatan keluarga, dan wibawa niniak mamak
dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau.

2. Pelaksanaan denda timbang tando pada intinya dilaksanakan melalui
musyawarah adat yang melibatkan niniak mamak dari kedua belah
pihak. Proses ini memastikan bahwa penyelesaiannya bersifat
kolektif dan berbasis kebersamaan, tidak individual. Temuan
penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dimulai
dengan memanggil kembali niniak mamak pihak yang membatalkan

pinangan untuk memberikan klarifikasi. Selanjutnya, bentuk dan
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kadar denda yang harus dipenuhi dibahas bersama. Jenis denda yang
dikenakan bisa bervariasi, seperti uang, emas, atau seekor sapi,
tergantung pada kesepakatan awal dan kemampuan finansial pihak
yang bertanggung jawab. Meskipun kadang kala besaran denda
ditetapkan dua kali lipat dari barang yang pernah diberikan,
penerapannya tetap mengacu pada prinsip kewajaran agar tidak
memberatkan pihak yang dikenai denda.

. Ditinjau dari konsep maslahah mursalah, praktik denda timbang
tando akibat pembatalan pinangan di Nagari Limo Kaum dapat
dipandang sebagai praktik yang mengandung kemaslahatan bagi para
pihak dan masyarakat. Meskipun peminangan belum merupakan akad
nikah yang mengikat secara syariat, pelaksanaannya dalam adat
timbang tando telah melibatkan keluarga dan niniak mamak serta
menghasilkan kesepakatan bersama. Apabila terjadi pembatalan
secara sepihak, dapat timbul kerugian, perselisihan, terganggunya
hubungan kekeluargaan, serta berkurangnya kehormatan pihak yang
telah mempersiapkan proses perkawinan. Dalam hal ini, penerapan
denda memiliki kemaslahatan berupa mencegah pembatalan
pinangan secara sembarangan, memberikan perlindungan terhadap
pihak yang dirugikan, menjaga kehormatan keluarga dan niniak
mamak, serta memelihara hubungan sosial dalam masyarakat.
Kemaslahatan tersebut juga sejalan dengan prinsip menghilangkan

kemudaratan dan menjaga kepentingan para pihak.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas yang telah

diuraikan, peneliti menyampaikan beberapa saran agar dapat memeberikan

manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam denda timbang tando di

Nagari Limo Kaum, diantaranya sebagai berikut:

1. Masyarakat Nagari Limo Kaum diharapkan untuk selalu

mengedepankan kebijaksanaan dan pertimbangan yang matang
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sebelum terlibat dalam prosesi peminangan, terutama pada tahap
timbang tando. Mengingat bahwa prosesi timbang tando tidak sekadar
sebuah seremonial simbolis, melainkan merupakan komitmen
kolektif yang disaksikan oleh niniak mamak dan keluarga dari kedua
belah pihak, maka setiap individu yang berniat mengikuti prosesi ini
harus benar-benar memastikan kesiapan serta kesungguhan niatnya
untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Hal ini penting agar potensi
pembatalan pinangan, yang dapat menyebabkan kerugian baik dari
segi materiil maupun sosial bagi semua pihak yang terlibat, dapat
diminimalkan.

. Bagi para niniak mamak dan pemangku adat, peran mereka sebagai
pemuka adat dalam menentukan proses peminangan dan pengaturan
denda timbang tando sangatlah penting. Mereka diharapkan mampu
menetapkan jumlah denda yang adil dan proporsional, sehingga
implementasinya selalu berada dalam ranah keadilan dan tidak
menciptakan ketidakadilan baru bagi pihak yang diwajibkan
membayar. Disamping itu, niniak mamak juga diharapkan untuk
memfasilitasi penyelesaian isu terkait pembatalan pinangan melalui

pendekatan musyawarah yang menekankan kemaslahatan bersama.
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